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Nama Huruf Latin Nama
1. ا Alif tidak
dilambangkan
tidak dilambangkan
2. ب Ba B Be
3. ت Ta T Te
4. ث Sa s| es (dengan titik diatas)
5. ج Jim J Je
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bawah)
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21. ق Qaf Q Qi
22. ك Kaf K Ka
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24. م Mim M Em
25. ن Nun N En
26. و Wau W We
27. ه Ha H Ha
28. ء Hamzah ’ Apostrof
29. ى Ya Y Ye
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Judul Skripsi :Pidana Potong Tangan Pada Delik Pencurian
Perspektif HAM
Skripsi ini membahas tentang Pidana Potong Tangan pada delik pencurian
Perspektif HAM dengan beberapa permasalahan yakni: 1). Bagaimana urgensi
pelaksanaan pidana potong tangan ?, 2). Bagaimana pandangan HAM terhadap
pidana potong tangan ?, 3). Bagaimana korelasi antara tindak pidana pencurian
dengan sanksi pidana Islam dilihat dari legal draft ?.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan
teologi normatif (syar’i), yuridis normatif, dan historis. Adapun metode
pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research), dengan
membaca, membahas dan menganalisa buku-buku referensi, serta dalam metode
pengolahan dan analisa data menggunakan metode induktif dan deduktif.
Pidana potong tangan merupakan sanksi pidana dalam hukum pidana
Islam. Seorang pencuri dijatuhi hukuman had potong tangan kecuali jika ada
alasan tertentu. Di Indonesia pelaksanaan hukuman bagi pencuri bisa diancam
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun sesuai pasal 362 KUHP,
sedang pencurian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain hal ini diatur
sesuai dengan pasal 365 KUHP. Pasal-pasal tersebut dikemukakan pada
pembahasan tinjauan dari segi hukum pidana Indonesia. Hak Asasi Manusia
dalam Islam menyatakan Pidana potong tangan bagi pencuri dalam syari’at Islam
pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak manusia dari tindak pidana
pencurian oleh manusia lain, maka eksistensi hukumannya bukanlah pelanggaran
terhadap hak manusia (hak pencuri), sebab dalam pelaksanaan pidana tersebut
tidak serta merta dilakukan, dengan kata lain pidana potong tangan tidak langsung
dilaksanakan tanpa memperhatikan kadar pencurian. Jika dilihat dari segi Uqubat
(sanksi pidana) dalam RUU KUHP belumlah mencerminkan konsep fiqih jinayah
karena tidak diterapkannya pidana potong tangan pada pencurian.
Berdasarkan hasil penulisan tersebut maka disarankan kepada kepada
pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penerapan hukum Islam dalam
bentuk perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia,




A. Latar Belakang Masalah
Pada prinsipnya, baik negara Islam maupun non Islam menginginkan negara
yang aman dan tentram dari segala macam gangguan. Namun tidak menutup
kemungkinan bahwa di dalam sebuah negara terdapat sekelompok orang atau
masyarakat yang pekerjaannya mengganggu keamanan dan ketentraman
masyarakat dengan melakukan suatu tindak pidana atau jarimah seperti jarimah
pencurian.
Pencurian dalam hukum nasional diancam dengan pidana penjara. Delik
pencurian tidak menjadi berkurang karena orang atau terpidana dapat
mempertimbangkan mana yang sangat menyenangkan hidup di luar atau  di dalam
penjara atau juga dapat mempertimbangkan berapa lama akan menjalani sanksi
pidana jika melakukan pencurian. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang pejabat
atau orang kaya yang banyak yang melakukan tindak pidana korupsi karena dapat
menyogok atau membayar hakim, jaksa ataupun pengacara.
Pidana penjara dalam hukum nasional nampaknya tidak banyak
berpengaruh dalam memberantas jarimah pada umumnya dan jarimah pencurian
pada khususnya. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana tersebut tidak cukup
untuk menimbulkan faktor psikologis pada diri pelakunya yang dapat
menjauhkannya dari jarimah tersebut. Pidana penjara hanya bisa menjauhkan
2pelaku dari perbuatannya selama berada di dalam penjara, sedang hilangnya
tangan bisa menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan jarimah sepanjang
hidupnya.
Dengan demikian pelaksanaan sanksi pidana dalam hukum Islam maupun
hukum nasional  berbeda penerapannya dalam jarimah pencurian. Keadilan hukum
Islam dapat dirasakan jika diperhatikan orang yang mengalami pencurian harta
kekayaanya yang diperoleh dengan usaha dan cucuran keringat untuk mencukupi
kebutuhan diri dan keluarganya. Hukum pidana Islam menetapkan bahwa sanksi
pidana terhadap jarimah pencurian adalah potong tangan. Hal ini didasarkan
firman Allah dalam QS. al-Maidah [5]: 38.
                        
   
Terjemahnya:
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”1
Pidana potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan,
baik oleh korban maupun Ulil al-Amri, kecuali menurut Syiah Zaidiyah. Menurut
mereka, pidana potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik
barang).2 Pendapat tersebut kurang tepat karena pidana potong tangan walaupun
sudah dimaafkan oleh korban tetapi negara tidak dapat memaafkan, serta hakim
1Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2009), h. 90.
2Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 91.
3tidak dapat membatalkan sanksi pidana tersebut karena pidana potong tangan
merupakan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana pencurian.
Pidana potong tangan dalam Islam merupakan sanksi pidana yang sesuai
bagi pelaku tindak pidana pencurian, karena perbuatan mencuri merupakan
kejahatan terhadap pemindahan hak kepemilikan harta benda milik orang lain
dalam penguasaannya tanpa transakasi yang sah. Pidana potong tangan dilakukan
setelah melalui proses peradilan dan persidangan serta mememnuhi syarat-syarat
pemidanaan untuk tindak pidana pencurian. Di samping harta yang dimiliki
seseorang adalah harta yang diperoleh secara sah, sesuai dengan aturan perolehan
harta yang digariskan oleh hukum Islam, bukan harta hasil penipuan, penggelapan,
perampokan, mencopet dan lain-lain.3
Dengan adanya pendiskriminasian dari hukum nasional atau hukum yang
diberlakukan oleh suatu negara yang dapat membebaskan seseorang dari perbuatan
jarimah pencurian (korupsi) bagi seorang pejabat ataupun orang kaya, sedangkan
rakyat kecil yang melakukan pencurian mendapat sanksi pidana yang berat.
Penerapan pidana potong tangan tidak terlepas dari HAM itu sendiri. Ide
mengenai HAM  juga terdapat dalam Islam, yang telah tertuang dalam syariah
sejak diturunkannya Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran tauhid. Tauhid dalam
Islam mengandung arti bahwa hanya satu pencipta bagi alam semesta. Ajaran
dasar pertama dalam Islam adalah la ilaha illa allah (tiada Tuhan selain Allah
swt.). Seluruh alam dan semua yang ada di permukaan bumi adalah ciptaan Allah,
3Sabri samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia, Eklektisisme dan Pandangan
Non Muslim (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h.122.
4semua manusia, hewan, tumbuhan dan benda tak bernyawa berasal dari Allah.
Dengan demikian, dalam tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan
seluruh manusia.
Ajaran dasar persamaan dan persaudaraan manusia tersebut, timbullah
kebebasan manusia, seperti kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama,
kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Dari situ pulalah timbul HAM,
seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak berbicara, hak berpikir dan sebagainya.
sebagaimana yang di ketahui bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia4. Di dalam HAM itu ada
persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap orang atau individu masyarakat,
HAM selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting.
Oleh karena itu, banyak ulama yang menganggap bahwa HAM itu adalah
“kekuasaan dan keamanan” yang dimiliki oleh setiap individu.
Ajaran Islam mempunyai batasan-batasan dalam kebebasan, seperti
kebebasan mengeluarkan pendapat tidak boleh melanggar kepentingan umum,
kebebasan mengumpulkan harta juga tidak boleh merugikan masyarakat. Karena
itu tindakan pencurian dalam hukum Islam diancam dengan pidana potong tangan
yang merupakan salah satu tindak pencegahan agar pelaku jarimah tersebut tidak
4Komaruddin Hidayat, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan masyarakat Madani
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),  h.121.
5mengulanginya. Pencurian jika ditinjau dari segi sanksi pidana dibagi menjadi dua
yaitu:  pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam
dengan hukuman takzir. Dalam hal ini, tangan sebagai alat yang digunakan
mencari nafkah dipotong sehingga menyebabkan orang tersebut kehilangan hak
dalam mencari nafkah. Seorang yang telah di potong tangannya jelas di dalam
lingkungannya merasa terkucil dan dicemohkan oleh masyarakat sekelilingnya,
sehingga orang tersebut kehilangan harga diri dan kehilangan hak status sosial
dalam masyarakat.
Berdasarkan itu, menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus-
kasus pencurian di samping upaya penegakan hukum Islam dan penegakan Hak
Asasi Manusia (HAM).
B. Rumusan Masalah
Setelah diuraikan mengenai latar belakang masalah maka dapat
dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi batasan obyek pembahasan.
Adapun batasan masalah yang di maksud adalah bagaimana pidana potong tangan
pada delik pencurian perspektif HAM.
Dari pokok masalah tersebut, muncul beberapa sub masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana urgensi pelaksanaan pidana potong tangan ?
2. Bagaimana pandangan HAM terhadap pidana potong tangan ?
3. Bagaimana korelasi antara tindak pidana pencurian dengan sanksi pidana Islam
dilihat dari legal draft ?
6C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari kesalahfahaman tentang pengertian judul, terasa perlu
dikemukakan pengertian beberapa kata yang telah disebutkan pada penulisan
judul. Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan memberi batasan dari
judul yang akan dibahas. Adapun kata yang dimaksud adalah:
1. Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara
sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang
pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu
peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.5
2. Pidana Potong tangan adalah hukuman pokok yang dijatuhakan kepada tindak
pidana pencurian.6 Pidana potong tangan diterapkan supaya dapat memberikan
efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian.
3. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan
perlindungan harkat dan martabat manusia.7
pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan
bahwa pidana potong tangan dalam perspektif HAM yaitu suatu upaya yang
5Ibid., h. 248.
6Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h. 91.
7Simorangking dan Prasetyo. Kamus Hukum (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 231.
7dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pidana potong tangan dan Hak Asasi
Manusia yang diatur oleh hukum Islam.
D. Kajian Pustaka
Terdapat beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar dalam penulisan
skripsi ini, antara lain adalah:
Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Hukum Pidana Islam, membahas
hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian. Dalam buku ini belum
dibahas mengenai pidana potong tangan pada delik pencurian perspektif HAM
tetapi hanya membahas mengenai pidana potong tangan yang dijatuhkan kepada
seorang pencuri.
Sabri Samin dalam bukunya Pidana Islam dalam Politik Hukum
Indonesia, membahas secara jelas mengenai pidana amputasi tangan dan/atau kaki,
sebagai sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian (al-
sariqah) dan tindak pidana perampokan/ pengganggu keamanan (al-hirabah)
sebagai pidana pokok. Dalam buku ini sudah ada gambaran mengenai pidana
potong tangan pada delik pencurian perspektif HAM tetapi belum dibahas secara
jelas.
A. Djazuli dalam bukunya Fiqih Jinayah, membahas mengenai jarimah
pencurian dalam hal mengenai pengertian, unsur-unsur, alat bukti, dan sanksi
potong tangan yang dijatuhkan pada pelaku pencurian, serta hapusnya hukuman
potong tangan bagi pelaku pencurian. Buku ini juga belum membahas mengenai
pidana potong tangan pada delik pencurian perspektif HAM.
8Rahmat Hakim dalam bukunya Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),
membahas mengenai sanksi potong tangan dan bagaimana kadar atau batasan
potong tangan terhadap pelaku pencurian. Dalam buku ini belum dibahas
mengenai pidana potong tangan pada delik pencurian perspektif HAM tetapi hanya
membahas mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada seorang pencuri.
Ahmad Abubakar dalam bukunya Diskursus HAM dalam Al-Qur’an
(Telaah Konseptual Ayat-Ayat Al-Qur’an atas problematika Kemenusiaan
Universal), membahas mengenai HAM dan KAM dalam Islam. Dalam buku ini
juga sudah membahas mengenai pidana potong tangan pada delik pencurian
perspektif HAM, tetapi belum membahas secara rinci.
Berdasarkan pengamatan pada literatur yang telah ada, dapat disimpulkan
bahwa belum ada yang membahas secara jelas mengenai pidana potong tangan
pada delik pencurian perspektif HAM. Sebagian besar buku tersebut hanya
membahas bagaimana pelaksanaan pidana potong tangan saja. Padahal apabila
dilihat dari segi pelaksanaan sanksi pidana tersebut sudah jelas bahwa melanggar
HAM, karena dengan dipotongnya tangan seseorang secara tidak langsung
merampas haknya dalam kehidupan sehari-hari.
E. Metode Penelitian
Penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian baik dalam
pengumpulan data maupun pada saat pengolahan data. Adapun metode yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
91. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis
penelitian deskriptif, penelitian  deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang
menjadi pokok permasalahan.
2. Pendekatan penelitian
Untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka
pendekatan yang digunakan yaitu:
a. Pendekatan teologi normatif (syar’i) yaitu pendekatan yang berdasarkan
dan bertolak dari dalil-dalil syari’at yang bersumber dari al-Qur’an dan
hadis Nabi Muhammad saw., yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang dibahas.
b. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk
menghubungkan masalah-masalah yang di bahas dengan pendekatan
hukum, baik dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang ada
hubungannya dengan masalah tersebut.
c. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka
pelacakan sejarah lembaga hukum, memahami filosofi dari aturan hukum
dari waktu ke waktu, dan untuk memahami perubahan dan perkembangan
filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
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3. Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data, maka yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan
pemikiran yang bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi
kalimatnya ataupun tidak.
a. Jenis data
Dalam penulisan skripsi ini jenis data yang digunakan yaitu jenis data
kualitatif. Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan data
tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran
(kuantifikasi).
b. Sumber data
Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan yaitu data
kepustakaan (library research). Data kepustakaan (library research) yaitu
mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran yang bersumber dari
sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya maupun tidak.
4. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
1) Identifikasi Data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur,
kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan
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dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta
menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah
analisis data kualitatif yang menghendaki penegasan teknik analisis
mencakup reduksi dan kategorisasi dan selanjutnya di interpretasi dengan
cara induktif dan deduktif.
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui urgensi pelaksanaan pidana potong tangan.
b. Untuk mengetahui pandangan HAM terhadap pidana potong tangan.
c. Untuk mengetahui korelasi antara tindak pidana pencurian dengan
sanksi pidana Islam dilihat dari legal draft
2. Kegunaan penelitian
a. Pribadi
Dalam rangka memperdalam hukum pidana Islasm khususnya dalam
pidana potong tangan yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana
pencurian.
b. Almamater
Diharapkan dapat di gunakan sebagai sarana intelektual bagi para
mahasiswa yang sedang mempelajari hukum pidana islam.
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c. Publik
Diharapkan seteleh penulisan skripsi ini dapat dijadikan rekomendasi
oleh pengambil kebijakan khususnya pemerintah dalam mengatasi
tindak pidana pencurian yang semakin marak di indonesia.
G. Garis Besar Isi Skripsi
Penulisan skrips ini disusun dalam 4 (empat) bab, setiap bab menguraikan
tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya
sebagai berikut:
Bab I adalah bab pendahuluan yang uraiannya meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, pengertian judul, ruang lingkup pembahasan,
tinjauan pustaka, serta metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang
paling terakhir adalah garis-garis besar isi Skripsi.
Pada bab II, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang jarimah
pencurian yang beisikan pengertian dan dasar hukum jarimah pencurian,
pembagian dan unsur-unsur pencurian, persyaratan penerapan pidana potong
tangan, serta potong tangan dan kaitannya dengan jarimah.
Pada bab III, mengemukakan tinjauan umum tentang HAM, yang
berisikan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), sejarah lahirnya Hak Asasi
manusia (HAM), pembagian Hak Asasi Manusia (HAM), serta membahas
Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dalam Islam.
Pada bab IV, membahas mengenai pidana potong tangan dalam
pandangan Islam dan HAM, yang berisikan mengenai Sejauh mana urgensi
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pelaksanaan pidana potong tangan, Pandangan HAM terhadap pidana potong
tangan, serta Korelasi antara tindak pidana pencurian dengan sanksi pidana Islam
dilihat dari legal draft
Bab V Adalah penutup akhir penulisan ini memuat kesimpulan dan saran.
Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab




Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, syaitan pun
semakin memainkan peranannya. Orang menjadi dzalim, bukannya terus
mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah swt. melalui Rasul dan nabi-Nya.
Tak peduli betapapun murni dan barunya suatu masyarakat tertentu, tindak pidana
akan tetap dilakukan.
Tingkat kejahatan jelas akan meningkat bila tak ada alat yang menjerakan
pelakunya yang dijalankan oleh para pengelolah masyarakat (penguasa). Bebagai
tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat mengganggu ketentraman
kehidupan masyarakat yang beradab. Tak aneh jika dikatakan bahwa orang tidak
dapat beraktivitas dengan baik bila rasa takut dari anggota masyarakat terhadap
para pencuri dan pelaku-pelaku kejahatan yang terhadap mengganggu masyarakat
umum.
Kasus jarimah sangat jelas dibahas dalam syariat Islam dan ketentuan atau
hukum tentang jarimah tersebut diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan sifat
kejahatan tersebut. Dalam syariat Islam, berdasarkan berat dan ringannya
hukuman, maka jarimah terbagi atas jarimah hudud, qisas, diyat, dan takzir. 1
Syari’at Islam telah menetapkan jarimah hudud akan dijatuhi hukuman
had, dimana hukuman had adalah merupakan hukuman yang telah dipastikan
1Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. V,
h.6.
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ketentuannya dalam al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan hukuman takzir merupakan
hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur’an dan hadis, akan
tetapi menjadi wewenang dari pihak penguasa untuk menentukannya. Larangan-
larangan dalam jarimah ini dapat berupa pelanggaran terhadap prinsip atau hal-hal
yang dilarang, misalnya melanggar larangan zina, minum minuman keras,
mencuri dan sebagainya.
Perbuatan-perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan di pandang
sebagai jarimah, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat merugikan perseorangan
ataupun masyarakat dalam bidang akidah, harta benda, harga diri dan ketentraman
jiwa yang kesemuanya itu berhak memperoleh perlindungan. Dalam syariat Islam
dikenal adanya prinsip bahwa sesuatu perbuatan dapat di pandang sebagai jarimah
jika telah ditetapkan atau di undang-undangkan, sehingga macam-macam jarimah
dan sanksinya dapat diketahui dengan jelas dan pasti.
Demikian orang akan berhati-hati jangan sampai melakukan jarimah yang
berakibat penderitaan terhadap dirinya sendiri, dan juga dapat mencegah
terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa atau hakim dalam
menjatuhkan suatu hukuman terhadap seseorang, dengan demikian tidak terjadi
perbedaan hukuman yang dijatuhkan terhadap orang lain yang melakukan jarimah
dan motif yang sama.
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A. Pengertian dan Dasar Hukum Jariamah Pencurian
1. Pengertian jarimah pencurian
Jarimah pencurian (Al-sariqah) adalah suatu perbuatan yang
mengambil harta milik orang lain secara sembunyi (tanpa pengetahuan
pemiliknya) dari tempatnya dengan maksud untuk memilikinya.2 Sariqah
atau pencurian juga termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta
orang lain, baik dilakukan oleh seorang pencuri pada masa nabi saw. Dan
para sahabatnya sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.
Syariat menetapkan adanya pandangan yang lebih realitas dalam
menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah
terciptanya rasa aman, tentram dan damai di lingkungan masyarakat.
Dalam QS. al-Maidah (5): 38 dijelaskan, pencuri laki-laki disebutkan lebih
dahulu dari pada pencuri perempuan, hal ini menunjukkan bahwa dalam
tindak pidana pencurian, kaum laki-laki yang lebih sering melakukannya,
hal ini disebabkan karena laki-laki mempunyai keinginan dan tanggung
jawab untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Sebenarnya pada
era moderen sekarang ini, kaum wanita pun tidak ketinggalan dalam kasus
jarimah tersebut, dan bahkan termasuk hampir pada semua kejahatan
lainnya. Oleh karena itu Islam datang dan ada karena ingin membangun
umat yang sehat dengan tujuan membina keamanan dan kedamaian dalam
masyarakat, maka Islam menganggap bahwa pencurian merupakan sebagai
suatu kejahatan dan termasuk dosa besar.
2Asadulloh al-Faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam (Bogor: Ghalia
Indonesia , 2009), h. 32.
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2. Dasar Hukuman Jarimah Pencurian
QS. al-Maidah (5): 38 telah dijelaskan bahwa dasar hukum jarimah
pencurian akan dijatuhi hukuman Had yang telah ditetapkan oleh Allah
swt. Sebagaimana firman-Nya :
                
   
Terjemahnya:
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana”.3
Dijelaskan pula dalam sebuah hadis Rasulullah saw.:
 َﻋ ْﻦَﻋ َِﺸﺋ ﺎ ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َن ﺎَﻛ َْﺖﻟ َﺎﻗ َﺎﮭْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َﺔ
اًﺪِﻋ ﺎََﺼﻓ ٍرَﺎﻨْﯾِد ِﻊْﺑُر ِْﻲﻓ َقِر ﺎ ﱠﺴﻟا ُﻊَﻄَْﻘﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو.4
Artinya:
Diriwayatkan dari Aisyah ra. Rasulullah saw. berkata: Memotong
tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat
dinar ke atas.5
Menurut Al-Maraghi dalam kitabnya bahwa barang siapa mencuri,
baik laki-laki maupun perempuan telah diperingatkan para Ulil al-Amri
(pemerintah), dan para hakim untuk memotong tangan si pencuri, yaitu
telapak tengannya sampai pergelangannya dikarenakan mencuri dilakukan
3Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2009), h. 90.
4Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaji al-Qusairy al-Naisabury, Shahih Muslim ,
Juz III (Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M), h. 1312.
5Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 64.
18
langsung oleh telapak tangan, sedang lengan hanyalah membawa telapak,
sama saja yang dilakukan oleh badan. Sedang yang dipotong pertama-tama
adalah tangan kanan, karena biasanya dengan tangan kananlah
pengambilan dilakukan.6
Para ulama terdahulu memang berbeda pendapat mengenai ukuran
harta curian yang mewajibkan dilaksanakannya pemotongan tangan untuk
pencegahan dan menjadi pelajaran bagi orang lain. Tidak ada pelajaran
yang lebih besar lagi dari pemotongan tangan sebab hal ini akan membuat
malu si pencuri dalam hidupnya dan memberinya cap aib serta kehinaan
dalam kehidupanya sehari-hari.
B. Pembagian dan Unsur-Unsur Pencurian
1. Pembagian Jarimah Pencurian
Pencurian (sariqah) bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi
menjadi dua, yaitu; 7
a. Pencurian yang di ancam denganm hukuman had, yang terbagi pula
menjadi dua jenis, yaitu:
1) Pencurian kecil/biasa (sariqah sughra) adalah pengambilan harta
orang lain secara diam-diam.
2) Pencurian besar/pembegalan (sariqah kubra) adalah pengambilan
harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.
6Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghiy, Terjemahan Bahrun Abu Bakar,
(Semarang: Toha Putra, 1993), cet. II, h.623.
7H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam. (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2000), cet. III, h. 71-72.
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b. Pencurian yang diancam hukuman takzir, yang dibagi pula menjadi
dua jenis, yaitu:
1) Pencurian yang diancam dengan had, namun tidak memenuhi
syarat untuk dapat dilaksanakan had lantaran ada syubhat (seperti
mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama).
2) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak
atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa
jarimah pencurian adalah larangan syara’ yang di ancam dengan
hukuman had atau hukuman takzir, sehingga apa yang merupakan
perintah dan larangan itu hanya ditujukan kepada seorang mukallaf agar
mampu memahami adanya pembebanan (taklif) tersebut.
2. Unsur-unsur Jarimah Pencurian
Pencurian sebagai salah satu perbuatan jarimah, maka juga memiliki
unsur-unsur, sebagai berikut:
a. Pengambilan harta secara diam-diam
Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah
mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa
kerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika
penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap
sempurna, jika : 8
1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya;
8H. A. Djazuli, op.cit., h. 73.
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2) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya;
3) Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri;
Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka
pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian hukumannya
bukan had, melainkan takzir. Misalnya, barang-barang yang sudah
dikumpulkan oleh pencuri, namun belum sempat dibawa pergi.
Pengeluaran harta dari tempatnya selalu diikuti dengan perpindah tanganan
harta curian tadi, dari si pemilik kepada si pencuri, tetapi belum berarti
selamanya keluarnya si pencuri dari tempat penyimpanan harta, dan hanya
meletakkan barang curian tersebut, maka menurut para ulama kasus
demikian di anggap sebagai pengambilan harta yang belum sempurna.
Madzhab empat dan syi’ah serta KUHP di Indonesia menetapkan
bahwa pencurian terhadap barang yang tidak ada tempatnya (hiriz) tidak
dapat di ancam dengan hukuman had (potong tangan), melainkan hukuman
takzir (pemberian pengajaran).9
b. Barang yang Dicuri Berupa Harta
Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong
tangan adalah bahwa barang dicuri itu harus barang yang bernilai mal
(harta). Apabila barang itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau
anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had.
Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil
9Ibid., h. 74.
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yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan
hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.10
Dalam kaitannya dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukum potong tangan, syarat-
syarat tersebut adalah sebagai berikut:
1) Barang yang Dicuri Harus Mal Mutaqawwin
Pencurian baru dikenai hukuman had apabila barang yang dicuri
itu barang yang mutaqawwim, yaitu barang yang dianggap bernilai
menurut syara’. Barang-barang yang tidak bernilai menurut
pandangan syara’ karena zatnya haram, seperti bangkai, babi,
minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk mal mutaqawwim, dan
orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.
2) Barang Tersebut Harus Barang yang Bergerak
Untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan
barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena
pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan
mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi
kecuali pada benda yang bergerak.
Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda
tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya. Ini tidak
10Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 83.
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berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup
apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain.11
3) Barang Tersebut Tersimpan di tempat Simpanannya
Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk
dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang
dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah
dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had,
walaupun pencurian bukan ditempat simpanannya apabila barang
yang dicuri mencapai nishab pencurian.12
Dasar hukum disyaratkannya tempat simpanan (hirz) ini adalah
hadis yang diriwayatkan oleh Rafi’ ibn Khadij bahwa Rasulullah saw.
Bersabda:
 ٍﺮْﺛ َﻻَو ٍﺮََﻤﺛ ِﻰﻓ َﻊَْﻄَﻗﻻ(ﺔﻌﺑرﻷاوﺪﻤﺣأ هاور)13
Artinya:
Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-
buahan dan kurma. (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan empat
Ahli hadis).
Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan (رﻣﺛ) dalam
hadis tersebut adalah buah-buahan atau kurma yang masih bergantung
dipohonnya sebelum dipetik dan disimpan. Dari hadis tersebut dapat
dipahami bahwa pencurian dari pohonnya tidak dikenai hukuman,
karena pohon bukan tempat simpanan bagi buah-buahan.
11Ibid., h.84.
12 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, Juz II (Beirut: Dar al-Kitab al-
Arabi, t.th.), h. 543.
13Muhammad ibn Isma’il al-Kahlani, Subul as-Salam, Juz IV (Mesir: Maktabah
Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), h. 23
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Hirz atau tempat simpanan ada 2 macam, yaitu sebagai beikut: 14
a) Hirz bil makan atau hirz binafsih adalah setiap tempat yang
disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana orang lain tidak
boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah,
warung dan sebaganya. Tempat ini disebut tempat simpanan
(زرﺣ) karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya
merupakan tempat simpanan tanpa memerlukan penjagaan.
b) Hirz bil hafizh atau hirz bigairih adalah setiap tempat yang tidak
disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana setiap orang boleh
masuk tanpa izin, seperti jalan, halaman, dan tempat parkir.
Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika disana tidak ada
orang yang menjaganya. Artinya tempat tersebut baru dianggap
sebagai hirz apabila ada orang yang menjaganya. Itulah sebabnya
tempat tersebut disebut hirz bil hafizh atau hirz bilgairih.
4) Barang Tersebut Mencapai Nishab Pencurian
Tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman bagi
pelakunya apabila barang dicuri mencapai nishab pencurian.
Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah,
bahwa Rasulullah saw. bersabda:
 َﻻ ُﻊَطْﻘُﺗ َﯾ ُد ﱠﺳﻟا ِرﺎ ِق ِإ ﱠﻻ ِﻓ ُر ﻰ ُﺑ ِﻊ ِد ْﯾ َﻧ ٍر ﺎ َﻓ َﺻ ِﻋ ﺎ ًدا
14Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h.85.
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Artinya:
Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian
seperempat dinar keatas.15
Disamping itu, masih terdapat pula hadis lain yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dari Aisayah ra. yang isinya lebih tegas yaitu
sebagai berikut:
 ِا ْﻗ َط ُﻌ ْو ِﻓ ا ُر ﻰ ُﺑ ِﻊ ِد ْﯾ َﻧ ٍر ﺎ َو َﻻ َﺗ ْﻘ َط ُﻌ ْو ِﻓ ا ْﯾ َﻣ ُھ ﺎ َو َأ ْد َﻰﻧ ِﻣ ْن َذ ِﻟ َك
Artinya:
Potonglah (tangan pencuri) dalam pencurian seperempat dinar
dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian yang
kurang dari jumlah tersebut.16
Berdasarkan hadis-hadis tersebut, jumhur fuqaha berpendapat
bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri
apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas17
dan tiga dirham perak.18
c. Harta Tersebut Milik Orang Lain
Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat
dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak
milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak
milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak
dianggap sebagai pencurian walaupaun pengambilan tersebut dilakukan
secara diam-diam.
15Muhammad ibn Ali al-Syaukani, Nail al-Authar Juz VII (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th),
h.297.
16Muhammad ibn Isma’il al-Kahlani, IV, op. cit., h. 18.
17Seperempat dinar emas apabila dikonversisakan dengan nilai mata uang Indonesia
sekarang, maka senilai Rp. 450.000.
18Al-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah Juz II (Beirut: Dar Al-fikr, 1980), cet. II, h. 419.
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Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan
dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan
saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila awalnya ia
menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang
dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut
kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman had, karena pada saat
dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.19
Kaitannya dengan unsur ketiga ini, yang paling penting adalah
barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan sipencuri
melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak
ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah (boleh-boleh saja) maka
pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan
secara diam-diam.
Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman
had apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.
Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman takzir. Contohnya
pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam
kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta
anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik. Hal ini didasarkan
kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ibnu Majah dari Jabir bahwa
Rasulullah saw. bersabda:
19Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h.87.
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... َكْﯾِﺑ َِﻷ َُكﻟ ﺎَﻣَو َتَْﻧا20
Artimya:
…Engkau dan hartamu milik ayahmu.21
Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman
had apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang
yang menjadi korban, karena hal itu juga dipandang sebagai syubhat.
Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam
Ahmad dan golongan syi’ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam
kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman had
apabila pengambilannya itu mencapai nishab pencurian yang jumlahnya
lebih besar dari pada hak miliknya.22
Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam
Syafi’i, Imam Ahmad, dan golongan Syi’ah Zaidiyah, sama hukumnya
dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam hal ini pencuri
dianggap sebagai syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri
tetap dikenai hukuman had.23
d. Adanya Niat yang Melawan Hukum
Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had
adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila
pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang
tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan
20Jalal al-Din al-Sayuthi, al-Jami’ ash-Shagir Juz I (Dar Al-Fikr, t.t.), h. 108
21Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h.87
22Abdul Qadir Audah, II, op.cit., h. 592-593.
23Ibid, h. 593.
27
demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan
bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai
hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.24
Untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut
dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila
tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada
maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai
pencuri.
Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman
apabila pencurian tersebut dilakukan secara terpaksa (darurat) atau
dipaksa oleh orang lain.
C. Persyaratan Pidana Potong Tangan Bagi Pencuri
Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis yang secara tegas
mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana
pencurian yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut: 25
1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nishab, yaitu kadar
harta tertentu yang diterapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
3. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
24Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h.88.
25Zainuddin Ali,op. cit., h. 66.
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6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi
kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua dan bukan pula keluarga
dekatnya(muhrim).
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga
mencuri perhiasan, karena tidak pernah mendapatkan haknya selama
bekerja (upah).
10. Ketentuan potong tangan apabila ia mencuri untuk yang pertama
kalinya maka dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan tangan
sampai telapak tangan) bila mencuri kedua kalinya di potong kaki
kirinya (dari ruas tumit), mencuri yang ketiga dipotong tangannya yang
kiri, dan yang keempat, dipotong kakinya yang kanan, kalau ia masih
juga mencuri untuk kelima kalinya maka ia harus dipenjarakan sampai
tobat dan dihukum mati.
11. Ketentuan diatas tidak berlaku apabila orang yang mencuri harta
bapaknya sendiri tidak dipotong tangannya begitu juga sebaliknya.
Demikian pula bila salah seorang suami istri mencuri harta yang lain,
orang miskin yang mencuri dari baitul mal dan sebagainya tidak di
potong.
Adanya persyaratan pelaksanaan pidana potong tangan tersebut di
atas, maka dalam pelaksanaan pidana potong tangan harus memenuhi
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semua syarat-ayarat tersebut. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi
maka pidana potong tangan tidak dapat dilaksanakan.
D. Potong Tangan Kaitannya dengan Jarimah
Ketentuan-ketentuan hukum dalam syara’ diadakan dengan maksud
mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan agama
maupun manusia sebagai induvidu maupun sebagai golongan (masyarakat).
Potong tangan sebagai salah satu hukuman yang diatur oleh syariat
Islam yang dijatuhkan atas pelaku pencurian. pencurian dalam syariat Islam
dimasukkan ke dalam kategori jarimah (tindak pidana). Dalam hal ini ia
termasuk dalam bagian jarimah hudud.
Jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu
hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak
Tuhan.26 Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas
terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman
tersebut tidak dapat dihapuskan, baik oleh perseorangan (yang menjadi
korban jarimah) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.
Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang
dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara
ketenteraman dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman
tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarkat.
Jarimah-jarimah hudud itu dibagi atas tujuh bagian, yaitu zina,
qadzaf (menuduh orang berzina), minum minuman keras, mencuri, hirabah
26Ahmad Hanafi, op, cit., h. 7.
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(pembegalan/ perampokan, gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan
(al-Bagyu).27 Jarimah hudud ini termasuk dalam kategori penggolongan atas
berat ringannya hukuman, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas diyat dan
jarimah takzir.28
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa potong tangan
kaitannya dengan jarimah adalah sangat berhubungan. Hal ini dapat dilihat
bahwa potong tangan merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya





TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Hak Asasi Manusia
Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi
sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan
adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.
Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental.
Istilah hak asasi mansuia sediri berasal dari istilah droits I’home (Prancis),
menslijke recten (Belanda), fitrah (Arab) dan human right (Inggris). istilah
human right semula berasal dari ‘right of human’ yang menggantikan istilah
‘natural right’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah
‘human right’ yang memiliki konotasi lebih nertral dan universal.1
Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang di
miliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun mahluk dapat
menginvestasinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup yang mana tak
satu pun manusia ini memiliki kewenagan untuk mencabut kehidupan
manusia yang lain.
Menurut Undang-undang RI. No. 39 tahun 1999 tentang HAM,
dijelaskan bahwa:
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
1Tutik Triwulan Titik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945 (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008),  h.325.
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dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.2
Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung
oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.3
Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB, pengertian HAM adalah:
Human rights could be generally defined as those rights which are
inheret in our nature and without which we cannot live as human being.
(HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa
dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).4
Menurut Baharuddin Lopa, pengertian HAM yang seperti beliau kutip
dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada
kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaknya diartikan
“mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan
penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak,
manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.5
Menurut Martin Kriele dalam prasarannya di Kongres IVR (Gottengen,
19 agustus 1991), bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) berarti hak-hak yang
melekat pada manusia berdasarkan kodratnya.6
2Republik Indonesi, UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011), h. 3.
3Komaruddin Hidayat, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan masyarakat
Madani (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),  h.119.
4Lihat Baharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak asasi Manusia (Yogyakarta: PT, Dana
Bhakti prima Yasa, 1996), h. 1.
5Ibid
6Gunawan Setiardja, Hak-hak Asasi Manusia Berdasrkan Ideologi Pancasila
(Yogyakarta: Kanisus, 2001), h. 21.
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Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia
sebagai manusia, maka kita tidak boleh mengecualikan kelompok-kelompok
manusia tertentu, dan sudah melekat pada pengertian hak-hak manusia itu
sendiri bahwa hak-hak asasi manusia harus difahami dan dimengerti secara
universal. Memerangi atau menentang universalitas hak-hak asasi manusia
berarti memerangi dan menentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia di atas,
maka dapat disimpulkan bahawa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau
hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan
anugerah Allah swt. kepada hamba-Nya, yaitu seluruh manusia tanpa
terkecuali.
Islam juga terdapat Hak Asasi Manusia, tetapi Hak Asasi Manusia
dalam Islam berbeda dengan Hak Asasi Manusia yang umum dikenal. Dalam
Islam seluruh Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Negara maupun
individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Negara bukan hanya
menahan diri dari menyentuh Hak-Hak Asasi Manusia tersebut, melainkan juga
mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.7
B. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia
Pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan
munculnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya
beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak
7Hak Asasi Manusia dalam Islam.http://www.angelfire.com.(18 juni 2012).
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manusia sudah mulai mencuat di Inggris. pada umumnya para pakar di Eropa
berpendapat bahwa lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna
Charta antara lain mencanankan bahwa raja yang tadinya memliki kekuasaan
absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada
hukum), menjadi dibatasi kekeuasaannya dan mulai dimintai
pertanggungjawabannya dimuka hukum.8
Adanya Magna Charta sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat
kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, yang mana parlemen
sebagai wakil rakyat. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh
perkembambangan yang lebih kongkret, dengan lahirnya Bill of Right di
Inggris pada tahun 1968. Pada masa itu mulai timbul adanya persamaan
manusia di muka hukum (equality before the law) yang memperkuat dorongan
timbulnya negara hukum. Bill of Right melahirkan asas persamaan, di mana
hak persamaan ini mendukung terwujudnya hak kebebasan.
Bedasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah
teori Rousseau yang berisikan tentang perjanjian masyarakat (contract social).
Montesqueieu  dengan trias politiknya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan
guna mencegah tirani; John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson  di
Amerika Serikat dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang
dicanamkan.9
8Baharuddin Lopa, op. cit., h.2.
9Ibid. h. 2.
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Perkembangan Hak Asasi Manusia selanjutnya ditandai dengan
munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham
Rousseau dan Montesquieu, yang mempertegas bahwa manusia adalah
merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah
dilahirkan akan terbelenggu.
Kemudian pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration, dimana
hak-hak yang lebih dirinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain
dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena,
termasuk di tangkap tanpa alasan yang sah dan di tahan tanpa surat perintah
yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula presumption of
innocence, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian di tahan dan dituduh
berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan
freedom of expression (bebas mengeluarkan pendapat), freedom of religion
(bebas manganut keyakinan/ agama yang dikehendaki), The right of property
(perlindungan terhadap hak milik).
Berdasarkan uraian di atas, dalam the french declaration sudah
tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin timbulnya demokrasi
maupun negara hukum. Semua hak-hak tersebut di atas kemudian dirumuskan
dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (The Universal declaration
of Human Rights) oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10
Desember 1948, yang merupakan suatu peristiwa penting dan mempunyai nilai
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historis yang besar. Ia merupakan peristiwa yang pertama dalam sejarah umat
manusia, dimana seluruh bangsa dari berbagai penjuru dunia membuat sebuah
deklarasi tentang hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental manusia.
Deklarasi itu sendiri sebenarnya hanya merupakan sebuah kesepakatan yang
mengikat dalam wujud hukum internasional. Namun demikian, deklarasi
tersebut merupakan suatu pertanda langkah maju dalam gerakan perjuangan
umat manusia.10
Teori hak-hak asasi manusia dikumandangkan oleh sejumlah negara
dan bangsa sepanjang sejarahnya, bahkan lembaga tertinggi dunia Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) telah melahirkan The Universal Declaration 0f Human
Rights sebagai piagam hak asasi manusia yang paling universal pengaruhnya.
Tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi dan memelihara martabat serta
eksistensi manusia dari ancaman pihak lain.
Berhubung perlunya masyarakat umum mengetahui hak-hak dan
kebebasan, penting dan terbesar agar benar-benar menjalankan perjanjian ini,
maka sidang umum perserikatan bangsa-bangsa mengumandangkan, The
Universal declaration of Human rights ini, dimana pada Proklamasi
Kemerdekaan Amerika yang dikumandangkan pada tanggal 6 juli 1976
dinyatakan bahwa setiap orang dilahirkan dalam kedudukan sama, bahwa
manusia punya hak-hak asasi, persamaan, kemerdekaan, kehidupan dan
kebahagiaan.
10Harun Nasution dan Bahtiar effendy, Hak Asasi Manusia dalam Islam (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia –Pustaka Fidaus, 1987), h. 75.
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C. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia
Bagir Manan membagi Hak Asasi Manusia pada beberapa kategori
yaitu : hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil
terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan,
hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan
kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul,
hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan
hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak
jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak
pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh
pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh
perumahan dan pemukiman.11
Sementara Baharuddin Lopa, membagi Hak Asasi Manusia dalam
beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak
memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak memperoleh
pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan
mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama,
hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu, dan hak tahanan dan
narapidana.12
Deklarasi Universal tentang HAM (Universal Declaration of Human
Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia
terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan
11Komaruddin Hidayat, op.cit., h.121.
12Ibid.
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pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik,
hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang
kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.
Menurut pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan
politik meliputi : 13
1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam,
tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang
sewenang-wenang;
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
9. Hak atas satu kebangsaan;
10. Hak untuk berhimpun dan berserikat; dan
11. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses
yang sama terhadap pelayanan masyarakat.
Adapun hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi:
1. Hak atas jaminan sosial;
2. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
13Ibid. h. 122.
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3. Hak atas standar hidupyang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
4. Hak atas pendidikan;
5. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari
masyarakat.
Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I - IV UUD 1945)
memuat Hak Asasi Manusia yang terdiri dari hak: 14
1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum;
3. Hak kebebasan beragama;
4. Hak kebebasan berserikat;
5. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan.
Dari beberapa bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia di atas, secara
umum semua konsep HAM sangat mengedepankan hak untuk hidup,
kebebasan dan perlindungan. Tidak ada satupun konsep HAM yang tidak
mengedepankan hak untuk hidup, karena hak untuk hidup merupakan hak
manusia sejak lahir.
D. Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dalam Islam
Pada tahun 1997, Interaction Council, sebagai organisasi
Internasional, mencanangkan suatu naskah, Universal Declaration of Human
Responsibilities sebagai pelengkap bagi Universal Declaration of Human
Rights PBB. Dianggap bahwa sudah waktunya hak asasi harus di imbangi
dengan tanggung jawab atau kewajiban. Deklarasi Tanggung Jawab Manusia
14Komaruddin Hidayat, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan masyarakat
Madani (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.), cet, 1, h.216.
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yang di umumkan pada tanggal 1 september 1997 tidak hanya bermaksud
untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, tetapi juga untuk
mendamaikan berbagai ideologi, serta pandangan politik yang di masa
lampau di anggap antagonistik (seperti pemikiran barat versus non-barat).
Prinsip dasar adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada
saat yang sama berkembangnya rasa tanggung jawab penuh yang akan
memungkinkan kebebasan itu semakin bertumbuh, “kebebasan tanpa
menerima tanggung jawab dapat memusnahkan kebebasan itu sendiri.”15
Bukan hanya di dunia barat yang mengenal adanya Kewajiban Asasi
Manusia, tetapi dalam hukum Islam juga dikenal Hak Asasi Manusia dan
Kewajiban Asasi Manusia. Seringkali orang memahami bahwa Hak Asasi
Manusia sepenuhnya hanya terkait dengan hak-hak semata. Padahal dalam
Hak Asasi Manusia (HAM) itu sepenuhnya terdapat sepenuhnya kewajiban-
kewajiban asasi manusia (KAM).16 Karena itu, Hak Asasi Manusia harus
diinterpretasikan secara kontekstual, sehingga Hak-Hak Asasi Manusia
mempunyai arti, tidak saja sebagaimana yang selama ini dikenal sekedar
bebas beragama, bebas berekspresi, tetapi juga syarat dan kewajiban-
kewajiban asasi. Dengan demikian variabel penting yang terkandung dalam
hak-hak asasi manusia adalah hak dan kewajiban.
Kata “kewajiban” yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan juga
bahasa hukum berasal dari bahasa Arab “wajib”. Secara etimologi, wajib
15Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008). h. 230.
16Lihat Muhammad Amin Suma, HAM dan KAM dalam perspektif hukum Islam, dalam
Tim Pakar Hukum Depkeh-HAM, Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum
Nasional (Jakarta: Delta Citra Grafindo, 2002), cet. II, h. 158
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berarti tetap, mesti atau harus. Secara terminologi, kata wajib lazim
didefinisikan dengan sesuatu yang mutlak harus dikerjakan dan sekaligus
dilarang (haram) ditinggalkan/diabaikan. Kata wajib sering pula diartikan
dengan sesuatu yang apabila dikerjakan akan diberikan pahala dan apabila
ditinggalkan akan di balas dengan siksaan.17
Berdasarkan penjelasan di atas maka Kewajiban Asasi Manusia dapat
didefinisikan dengan “keharusan atau kewajiban/ tanggung jawab tertentu
yang bersifat mendasar yang dibebankan Allah kepada setiap manusia
mukallaf untuk melaksanakannya dengan atau tanpa melalui perantaraan
orang/ pihak lain.18
Al-Qur’an mengajarkan pentingnya menunaikan kewajiban sebagai
hal pokok dibanding menuntut hak. Dalam hal kebendaan misalnya, yang
ditegaskan adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang
memiliki harta benda untuk untuk memberi kepada orang miskin (QS. al-
Isra’[17]: 26; QS. al-Baqarah [2]: 195), bukannya hak untuk memanfaatkan
harta itu.19 Demikian pula dalam hal kekeluargaan, yang ditekankan adalah
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang terutama seorang ayah
atau suami kepada keluarganya. Ini dapat dilihat dalam QS. al-Tahrim [66]: 6
17Ibid
18Menurut Amin Suma, definisi hak dan Kewajiban Asasi Manusia masih sangat perlu
disosialisasikan kepada masyarakat luas secara seimbang agar masyarakat tidak hanya mengenal
hak-hak asasinya, akan tetapi dalam hal yang bersamaan, mereka juga menyadari tentang
kewajiban asasinya. Selanjutnya, Lihat Muhammad Amin Suma, HAM dan KAM dalam
perspektif Hukum Islam”, dalam Tim Pakar Hukum Depkeh-HAM, Gagasan dan pemikiran
tentang pembaharuan hukum nasional, h. 160-161.
19Lihat pula antara lain, QS. Muhammad [47]: 37; QS. al-Nahl [16]: 71.
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                 
                
   
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”20
Uraian-uraian di atas menegaskan manusia harus mendahulukan
kewajiban dari pada hak. Hak akan hilang apabila kewajiban tidak terpenuhi,
bahkan dengan pemenuhan kewajiban, hak akan timbul denagn sendirinya.
Ungkapan ini memang beralasan, karena masyarakat kita selama ini lebih
menuntut hak asasinya dan cenderung mengabaikan Kewajiban Asasi
Manusia (KAM). Padahal, Hak Asasi Manusia dapat terwujud bila disaat
yang bersamaan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) juga dilaksanakan.21
berbeda halnya dengan pemikiran-pemikiran Barat yang berkembang
selama ini sangat mementingkan semangat individu. Akibatnya pola pikir
manusia lebih terfokus kepada pemenuhan hak-hak asasi dibanding
kewajiban-kewajiban asasi.  Para ahli pikir barat, tampaknya sangat
dipengaruhi oleh paham individualisme sehingga hak-hak manusia lebih
dikedepankan dari kewajiban-kewajiban manusia.
20Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2009), h. 560.
21Muhammad Amin Suma, op.cit,. h. 161.
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Perbedaan pokok antara pemikiran barat dan al-Qur'an tentang hak
dan kewajiban sangat jelas. Pemikiran barat lebih menonjolkan hak dari pada
kewajiban, sebagai dampak dari paham individualisme dan materialisme yang
berlebihan. Sedang al-Qur’an cenderung menyeimbangkan antara hak dan
kewajiban. Artinya, hak-hak manusia merupakan imbangan dari kewajiban-
kewajiban yang telah ditunaikannya, Hak dan kewajiban harus dijalankan
beriringan.22
Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah
petunjuk Ilahi dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu huqquq Allah dan
huquq al-ibad atau huquq al-nas. Huquq Allah (hak-hak Allah) adalah
kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam
berbagai ritual ibadah. Sedangkan huquq al-ibad (hak-hak manusia)
merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap
makhluk-makhluk Allah lainnya.23
Allah adalah maha pencipta, karena itu, hak-hak ini juga ciptaan
Allah. Hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya. Dengan
kata lain, kedua hak ini (hak Allah dan hak makhluk-Nya) tetap dari Allah.24
Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak ini di hadapan-Nya. Jadi,
jelaslah sekarang bahwa dalam al-Qur’an tanggung jawab apapun yang
22Achmad Abubakar, Diskursus HAM Dalam Al-Qur’an (Telaah Konseptual Ayat-ayat
Al-Qur’an atas Problematika Kemanusiaan Universal), (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 43.
23Lihat Syaukat Hussein, Human Rights in Islam, dalam dalam Achmad AbuBakar, op.
cit., h. 43.
24Lihat Abdul Rahaem, “Principles of Muhammadan Jurisprude”, dalam Achmad
AbuBakar, op. cit., h. 43.
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dipegang manusia terhadap sesamanya telah ditetapkan Allah sebagai hak.
Sebuah hadis yang berkaitan dengan huquq Allah sebagai berikut:
... َﺻ ِ ّ  ا ُل ْﻮُﺳ َر َل َﺎﻗ َل َﺎﻗ ٍَﻞﺒَﺟ ِﻦْﺑ ِذ ﺎَﻌُﻣ َﻦَﻋ َﺎﯾ َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﮫْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ا ﻰﱠﻠ
 َﺣ ﺎَﻣ ي ِر َْﺪﺗ َأ ُذ ﺎَﻌُﻣ ﱡﻖ ِ ﱠ  ا َنأ َلَﺎﻗ َُﻢﻠَْﻋأ ٌُﮫﻟﻮُﺳَرَو ُﷲ َلَﺎﻗ د َﺎﺒﻌْﻟا َﻰﻠَﻋ
 َﻻو ُﷲ ََﺪﺒُْﻌﯾ َِﻚﻟَذاُﻮﻠََﻌﻓ اَِذإ ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُْﻢَﮭﻘَﺣ ﺎَﻣ يِر َْﺪﺗ َأ َل َﺎﻗ ٌء ْﻲَﺷ ِِﮫﺑ َكَﺮُْﺸﯾ
 َﻻ َْنأ لﺎﻗ َُﻢﻠَْﻋأ ُُﮫﻟ ﻮُﺳَرَو ُﷲ َل َﺎَﻘﻓ ُْﻢَﮭﺑ ﱢﺬََﻌﯾ25
Artinya:
“...dari Mu’az bin Jabal r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda :
“wahai Mu’az tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba-
hambanya”? Mu’az menjawab: Allah dan Rasulnya lebih tahu
tentang itu. Nabi lalu bersabda: “sesungguhnya hak Allah terhadap
hamba-hamba-Nya adalah menyembah Allah dan tidak
menyekutukan-Nya dengan apapun”. Nabi bertanya (lagi): “tahukah
kamu apakah hak hamba-hamba (Allah) kepada-Nya jika mereka
telah melakukan yang demikian itu”? Mu’az menjawab: Allah dan
Rasul-Nya lebih tahu. Lalu Nabi bersabda: “Dia (Allah) tidak akan
menyiksa mereka”. (H.R. Muslim).
Hadis di atas menjelaskan bahwa manusia yang telah memenuhi hak
Allah dengan mengabdikan diri sepenuhnya tanpa sikap mendua dalam
pengabdiannya itu (diberi gelar “hamba” saja) memperoleh hak dari Allah
berupa pernyataan jaminan bebas azab. Perwujudan hak bebas azab ini adalah
hidup aman tanpa rasa takut dan sedih serta hidup sejahtera tanpa rasa derita
dan nista.
Implikasi lain hadis ini adalah komitmen tauhid, dimana hak Allah
harus diimani, tidak untuk dipersekutukan. Hak ini dapat ditunaikan dengan
iman dan tauhid kepada Allah. Dari hadis ini dapat diperoleh gambaran
25Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, (w.261H), Shahih
Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), Jilid I, h.59.
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bahwa persoalan hak dan kewajiban mendapat tempat yang sangat penting
dalam batang tubuh ajaran Islam. Baik Allah maupun manusia, masing-
masing memiliki hak, hanya saja hak Allah digambarkan sebagai kewajiban
manusia, sebaliknya hak manusia bukan kewajiban Allah, tetapi kewajiban
bagi manusia lainnya untuk ditunaikan.
Terdapat pula riwayat lain yang ditakhrijkan oleh Imam Tirmidzi
sebagai berikut: Rasulullah saw. Bersabda.
 َﻰِﺿََرةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻰَﺑأ ْﻦَﻋ َلَﺎﻗ:َلَﺎﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُﷲُﻮﻟ َﺎﻗ ُِﺲﻠْﻔُﻤْﻟا ﺎَﻣ َنوُرَْﺪﺗ َأ ُﺲِﻠْﻔُﻤْﻟا ا
 َل َﺎﻗ َع َﺎﺘَﻣ َﻻَو َُﮫﻟ ََﻢھْر ِدَﻻ ْﻦَﻣ ِﷲ َلﻮُﺳرَﺎﯾ َﺎﻨِْﯿﻓ ُل ﻮُﺳَر ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﺗ َْﺄﯾ ْﻦَﻣ ِﻲﺘ ﱠُﻣأ ْﻦِﻣ ُِﺲﻠْﻔُﻤﻟْا ِﺔَﻣَﺎِﯿﻘْﻟا َمَْﻮﯾ ﻲ َِﺼﺑ ِﮫِﻣ َﺎﯿِﺻَو ِِﮫﺗ َﻼ ِِﮫﺗ ﺎَﻛَزَو
 َْﺄﯾَو اََﺬھ َبَﺮَﺿَو اََﺬھ َمَد ََﻚﻔَﺳَو اََﺬھ َلﺎَﻣ َﻞََﻛأَواََﺬھ َفََﺬﻗَو اََﺬھ ََﻢﺘَﺷ َْﺪﻗ ِﻲﺗ
 ِِﮫﺗ َﺎﻨَﺴَﺣ ْﻦِﻣا اََﺬھ ﱠَﺺﺘَْﻘَﯿﻓ ُﺪُﻌَْﻘَﯿﻓَﺎﻨَﺴَﺣ ْﻦِﻣ اََﺬھَو َْﺖِﯿَﻨﻓ ِْنَﺈﻓ ِِﮫﺗ َﻞَْﺒﻗ ُُﮫﺗَﺎﻨَﺴَﺣ
 ﱠَﺺﺘُْﻘﯾ َْنأ ُْﻢھ َﺎﯾَﺎﻄَﺧ ْﻦِﻣ َﺬِﺧْأ َﺎﯾﺎَﻄَﺨْﻟا ْﻦِﻣ ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﺎَﻣ ِﮫَْﯿﻠَﻋ َحُِﺮَﻄﻓ َحُِﺮط ﱠُﻢﺛ
 ِرﺎﱠﻨﻟا ِﻲﻓ26
Artinya:
“Dari Abu Hurairah bahwasanya rasulullah saw. bersabda:
“Tahukah kalian orang yang melarat (bangkrut) itu?”. Para sahabat
menjawab, “yang diantara kami adalah orang yang kehabisan harta
dan barang-barang.”kemudian Nabi Muhammad saw. menjelaskan,
“Di dalam waktu umatku, orang yang bangkrut itu ialah yang akan
menghadap Allah dengan pahala amal-amal saleh seperti salat, zakat,
26Muhammad ibn Isa Abu  Isa  al-Tirmidzi (w.279H), Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar
Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.t), jilid 4, nomor hadis, 2418, h. 613; juga di-takhrij oleh Muhammad
ibn Hibban Ahmad Abu Hatim al-Tamimi, (w.354H),Shahih Ibn Hibban, (Beirut: Mu’assasah al-
Risalah,1993M-1414H). cet. Ke-2, Jilid 10, h. 259.
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dan puasa pada hari akherat kelak, namun kemudian ia bertindak
kejam terhadap seseorang dan menyalahi seseorang, merampas harta
milik orang, menumpahkan darah seseorang dan menyiksa seseorang.
Lalu pahala amal-amal saleh itu akan di bagi-bagi di antara korban-
korban tindakannya dan ia akan dibebani dengan dosa-dosa mereka
dan kemudian ia akan dilemparkan ke dalam neraka.”(HR.Al-
Tirmidzi).
Kedua hadis di atas memiliki substansi makna yang sama, meskipun
memiliki lafal matan yang berbeda. Madlul kedua hadis ini mengandung dua
hak secara bersamaan sebagaimana telah diuraikan sebalumnya, yakni huquq
Allah dan huquq al-ibad.27
Hadis ini mengungkap tentang ibadah salat, puasa dan zakat berarti
masuk dalam cakupan huquq Allah yang juga berarti kewajiban bagi manusia
untuk menunaikannya. Sebaliknya, matn hadis yang berhubungan dengan
perbuatan menyalahi seseorang, merampas harta milik orang, menumpahkan
darah dengan cara melukai dan menyiksa seseorang, kesemuanya terkait
dengan huquq al-nas.28
Hadis di atas menyoroti aspek penting dan validitas Hak Asasi
Manusia dalam Islam. Juga membuktikan betapa pentingnya memperlakukan
manusia semulia-mulianya. Karena bila tidak, maka dianggap sebagai
perbuatan zalim yang telah melakukan kesewenang-wenanagan terhadap
manusia dan akan masuk dalam golongan orang-orang muflis.
Keserasian kesucian Hak Asasi Manusia dalam Islam jauh lebih besar
dari sekedar ibadah-ibadah ritual. Mungkin seseorang yang tidak memenuhi
kewajibannya terhadap Allah dapat memperoleh ampunan Allah, namun tidak
27Achmad Abubakar, op. cit., h. 46.
28Ibid.h. 47.
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PIDANA POTONG TANGAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HAM
A. Urgensi Pelaksanaan Pidana Potong Tangan
Secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya
adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia
yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak. Secara
terinci tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya ada lima disebut
al-Maqashidul Khamsah (Panca tujuan).1
Al-Maqashidul al-Khamsah, menurut para ulama ushul disebut al-
Umurudh al-Dharuriyah, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi
kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila
sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak
tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati.2
Adapun al-Umurudh al-Dharuriyah atau al-Maqashidul al-Khamsah
itu ada lima macam, yaitu:3
1. Memelihara kemaslahatan agama
Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan
kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat
menyentuh nurani manusia.
1Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. II, h.
65.
2Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum fiqih Islam




Menolak kemudharatan dan kehancuran agama, agama Islam
menetapkan dan mewajibkan memerangi (jihad) orang yang menghambat
dakwah Islamiyah, memberikan hukuman bagi murtad, menghukum
orang pembuat bid’ah yang bermaksud merubah hukum syariat dan
seorang mufti yang menghalalkan hukum yang telah diharamkan oleh
syariat.
2. Memelihara Jiwa
Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan di ancam
dengan hukuman qisas (pembalasan yang seimbang) dan kafaat, sehingga
dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan
pembunuhan, berpikir terlebih dahulu, karena apabila orang yang di
bunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati tetapi jika hanya
cedera, maka pelakunya juga akan cedera pula.
3. Memelihara Akal
Manusia adalah makhluk Allah swt. yang dianugerahkan akal
pikiran, dengan akal pikiran tersebut manusia dapat mempergunakannya
untuk memelihara kemaslahatan dimuka bumi ini. Akal pikiran akan
cepat terpengarauh apabila manusia tersebut meminum khamar, olehnya
itu Islam memberikan hukuman bagi orang yang meminum khamar dan
segala jenis dan makanan dan minuman yang memabukkan.
4. Memelihara keturunan
Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan
siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu
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dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga
perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang
berlainan jenis itu tidak dianggap zina. Untuk menghilangkan mudarat
yang melanda kepada keturunan seorang anak, agama Islam mengancam
hukuman pidana hak bagi orang laki-laki maupun perempuan yang
melakukan perzinahan dan melakukan had bagi orang yang zina.
5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan
Meskipun pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan
Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena
manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau
mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya
jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu Islam
mensyari’atkan peraturan-peraturan mengenai muamalat, seperti jual
beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba
dan mewajibkan kepada orang ang merusak barang orang lain untuk
membayarnya, harta yang dirusak oleh barang peliharaanya sekalipun.
Untuk menolak bahaya yang merusak harta milik, syari’at Islam
mengancam piadana potong tangan kepada siapa saja yang melakukan
tindak pidana pencurian harta milik orang lain.
Berdasrkan penjelasan di atas, maka dalam hal memelihara harta
milik orang lain dan kehormatan, maka diaturlah dalam Islam mengenai
fiqhi jinayah yang mengatur tentang hukum pidana Islam. Salah satunya
adalah mengenai hukuman bagi pelaku jarimah pencurian.
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Para fuqaha sudah sepakat bahwa pelaksana hukuman pada jarimah
hudud adalah kepala negara (imam) atau wakilnya yang diberi wewenang,
karena hukuman had menjadi hak tuhan dan dijatuhkan untuk kepentingan
masyarakat. Oleh karena itu harus diserahakan kepada wakil masyarakat,
yaitu kepala negara. Selain itu pelaksanaan hukuman had memerlukan
kesungguhan (ijtihad) dan penelitian, sehingga tidak akan kurang atau lebih
dari ukuran yang sebenarnya, oleh karena itu harus diserahkan kepada
penguasa negara atau yang diberi wewenang, dalam hal ini pengadilan.4
Menurut hukum pidana Islam seorang pencuri dijatuhi hukuman had
potong tangan kecuali jika ada alasan tertentu. Meskipun mereka
mengatakan bahwa pidana potong tangan adalah hukuman yang kejam.
Pandangan ini tidaklah tepat karena jika tidak berisi kekejaman dan hanya
beris kelunakan, maka bukanlah hukuman.
Indonesia pelaksanaan bagi pencuri bisa diancam dengan hukuman
penjara selama-lamanya lima tahun sesuai pasal 362 KUHP, “ Barang siapa
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”5 sedang pencurian yang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain hal ini diatur sesuai dengan
pasal 365 KUHP:6
4Penjara dalam Perspektif Fiqh Jinayah, http://www. annaba-center. commainkajiandetail.
phpdetail=20090312204051.htm, (8 juni 2012).
5Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP ( Permata Press, 2008), h. 121.
6Ibid. h. 122.
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1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk
memungkinkan melahirkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk
tetap menguasai barang yang dicuri.
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalanan umum, atau dalam
kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu;
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.
4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang
itu lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang
diterangkan dalam No. 1 dan 3.
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Pasal-pasal tersebut dikemukakan pada pembahasan tinjauan dari
segi hukum pidana Indonesia.
1. Tinjauan dari segi Hukum Pidana Islam
Pencurian si tertuduh tidak akan dikenai hukuman begitu saja,
dalam suatu negara Islam, setiap pribadi berhak memperoleh jaminan
sosial melalui perbendaharaan negara tempat dikumpulkannya dana
sosial dari berbagai sumber.
Seorang warga  negara di dorong oleh keadaan yang memaksa
karena tidak dapat memperoleh nafkah untuk dirinya dan keluarganya,
karena tidak ada kesempatan memperoleh santunan dari dana sosial itu,
maka masyarakat akan dianggap besalah dan tidak akan dijatuhkan
hukuman kepada si tertuduh. Hal ini sesuai dengan keputusan Khalifah
Umar bin Khattab yang tidak menjatuhakan hukuman had kepada
tertuduh pencurian pada masa paceklik di Madinah.
Proses hukum syariat sebenarnya membatasi jumlah hukuman had.
Menurut mazhab Maliki, tertuduh dalam  kasus pencurian harus dibawah
ke hadapan hakim. Dalam mazhab Hanafi diisyaratkan bahwa si pengadu
yang hartanya di curi menuntut bahwa qadhi harus menjatuhkan potong
tangan kepada si tertuduh, tetapi kalau si pengadu memaafkan si tertuduh
dan merelakan hartanya, maka hukuman had tidak dapat dijatuhkan tetapi
dapat diganti dengan hukuman takzir.7
7Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1992), h. 5.
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Paling tidak tertuduh akan diperlakukan melalui hukum cambuk
yang lebih ringan, denda, penjara atau hanya peringatan kalau qadhi
sudah merasa cukup. Dalam mazhab Hanafi, jika orang yang hartanya
dicuri meminta hakim agar menganggap harta yang dicuri itu sebagai
pemberian kepada si tertuduh, maka pidana potong tanagn tidak dapat
ditetapkan. Sedangkan dalam mazhab Maliki dan Syafi’i berbeda
pendapat dalam hal ini. Beliau berkata, setelah hakim pengadilan diminta
oleh si pengadu agar mempertimbangkan dijatuhkannya hukuman had,
maka ia tidak lagi merupakan pertimbangan si pengadu dan dia tidak
boleh campur tangan lagi pada tahap berikutnya.8
Telah diketahui bahwa had merupakan salah satu bentuk hukuman
yang menyakiti jasad atau badan seseorang sekaligus menggerogoti nama
baiknya. Menghapus kehormatan atau menyakiti orang lain tidaklah
diperkenankan kecuali atas dasar hak. Hak atau tidaknya suatu dasr
tidaklah dapat dijamin, kecuali dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan
tidak meragukan. Keraguan dalam hal itu tentulah bertentangan dengan
keyakinan yang menjadi dasar menegakkan hukum-hukum. Dalam hal
adanya keraguan, maka tuduhan atau sangkahan menjadi tak berarti dan
tidak dipertimbangkan, karena ini adalah sumber kekeliruan, dijelaskan
pula dalam sabda Rasulullah saw.
8Ibid. h. 6.
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 ْنَﻋ ِلْﺿَﻔْﻟا ِنْﺑ َمْﯾِھاَرْﺑإ ْنَﻋ ٌﻊْﯾِﻗَو ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ ِحا ﱠرَﺟْﻟا ُنْﺑ ِﷲ ُدْﺑَﻋ ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ
 ِﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلوُﺳَر َلﺎَﻗ ,َلﺎَﻗ َةَرْﯾَرُھ ﻲَِﺑأ ْنَﻋ ٍدْﯾِﻌَﺳ ْﻲَِﺑأ ِنْﺑ دْﯾِﻌَﺳ
 ْدا َمﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯾَﻠﻋ(ﮫﺟ ﺎﻣ نﺑإ هاور) .ﺎًﻌَﻓ ْدَﻣ َُﮫﻟ مُﺗ ْدَﺟَو ﺎَﻣ َدو ُدُﺣْﻟا اوُﻌَﻓ9
Artinya:
”Abdullah bin Jarrah menyampaikan kepada kami, Waki’ dari
Ibrahim bin Fadli dari Said ibn Abi Said dari Abu Hurairah
menyampaikan kepada kami, berkata: Rasulullah saw. bersabda:
Tolaklah suatu hukuman selagi masih kau jumpai jalan untuk
mengelakkannya”. (HR. Ibnu Majah)10
Istilah Abolisi dalam hokum pidana Islam tentang hukuman had,
yaitu apabila ada yang menolong atau ikut menghalang-halangi lancarnya
suatu hukuman adalah hukumnya dilarang karena tindakan ini berarti
menggagalkan usaha untuk mewujudkan perbaikan, mentolerir
pelanggaran dan melepaskan sitertuduh dari segala akibat kejahatan yang
telah diperbuatnya.
Larangan memberikan pertolongan ini berlaku setelah perkaranya
sampai di tangan hakim, setelah memberikan pertolongan pada saat ini
akan berarti menghalangi hakim melaksanakan kewajibannya dan
membuka peluang bagi ketidaklancaran hukuman.11 Jika sebelum
perkaranya sampai di pengadilan masih dibolehkan melindungi si pelaku
pelanggaran hukum dan memberikan pertolongan kepadanya.
9Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Juz II
(Bairut Libanon: Dar Al-Fikr,t.th.), h.850.
10Abdullah Shonhaji, dkk., Tarjamah Sunan Ibnu Majah. Jilid III (Semarang: CV. Asy-
Syifa’,1993), Cet. I, h. 121.
11Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah, Jilid 9 (Bandung: Al-Maarif, 1995), Cet. VIII, h. 22.
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Pada dasarnya pelaksanaan hukuman harus terbuka di depan
umum. Sesuai firman Allah swt. dalam QS. al-Nur (24): 2:
 ...         
Terjemahnya:
“... hendaklah menyaksikan penghukumannya segolongan orang-
orang mukmin”.12
Terbukanya hukuman tersebut dapat memberikan dampak yang
baik, karena masyarakat yang menyaksikannya akan merasa nyeri apabila
melakukan kejahatan semisal pencurian, sehingga ia tidak berani
melakukan percobaan pencurian. selanjutnya hukuman had itu baru
dilaksanakan bila ada dua orang saksi yang adil yang menyatakan bahwa
orang yang dihukum itu benar-benar mencuri atau si pencuri mengaku
sendiri bahwa ia telah mencuri, sedang hukuman had mencuri tidak
dilaksanakan kecuali bila pihak yang kecurian menuntutnya.
Pengakuan tersebut ada perbedaan pendapat, pendapat Imam Malik
di ikuti oleh Imam syafi’i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa
pengakuan itu cukup sekali saja. Sedangkan Imam Ahmad, Ishak, dan Ibnu
Abi Laila mengatakan bahwa pengakuan mencuri yang dapat dijatuhi
pidana haruslah dua kali.13
Jika sudah jelas bahwa delik pencurian telah dilakukan oleh
seseorang, maka wajiblah had ditegaskan atasnya. Jika ia mengulangi lagi
12Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2009), h. 350.
13Sayyi Sabiq, op. cit., h. 219.
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perbuatannya, maka hukumannya adalah pergelangan kaki kirinnya yang
dipotong, dan jika di ulangi lagi dalam hal ini para ulama berbeda
pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa yang bersangkutan harus
dipenjara dan diberi sanksi. Imam Syafi’i mengatakan bahawa si pembuat
akan di potong kaki kanannya, jika ia mencuri lagi, maka ia dipenjara dan
diberi sanksi. Setelah tangan pencuri dipotong haruslah diusahakan agar
tidak banyak mengeluarkan darah, karena hal ini bisa saja kemaslahatan
jiwanya akan terancam bahkan boleh jadi ia meninggal. Setelah selesai di
hukum, potonglah tangannya dikalungkan pada lehernya. Hal ini sesuai
sabda Nabi saw.:
 ٍزْﯾ ِرْﯾَﺣُﻣ ِنْﺑا ْنَﻋ ِقِرﺎ ﱠﺳﻟا ِدَﯾ ِقِْﯾﻠْﻌَﺗ ْنَﻋ ٍدْﯾَﺑُﻋ َنْﺑ ََﺔﻟ ﺎَﺿَﻓ ُتَْﻟﺄَﺳ َلﺎَﻗ
 ٍقِرﺎَﺳ َدَﯾ َمﱠﻠَﺳ َو ِﮫْﯾَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلوُﺳَر َﻊَطَﻗ ٌﺔ ﱠﻧُﺳ َلﺎَﻗ ِﮫِﻘُﻧُﻋ ﻲِﻓ
(ﺊﯨ ﺎﺳﻧﻟا هاور) ِﮫِﻘُﻧُﻋ ﻲِﻓ ُهَدَﯾ َقﱠﻠَﻋَو14
Artinya:
Diriwayatkan dari Ibnu Muhairiz, berkata: aku bertanya kepada
Fadhalah ibn Ubaid tentang pengalungan potongan tangan
pencuri pada lehernya. Adakah ia termasuk sunnah Nabi?,
Fadhalah menjawab: pernah seorang pencuri dibawa kepada
Rasulullah lalu beliau menjatuhkan pidana potong tangan kepada
pencuri tersebut, setelah itu, Nabi Muhammad saw. menyuruh agar
potongan tangan pencuri tersebut dikalungkan pada lehernya.
(HR. An-nasai).15
Pidana tersebut di atas disebut dengan hukuman pelengkap
(uqubah takmiliah), yaitu pidana yang mengikuti pidana pokok dengan
14Imam Abi Abdirahman ibn Syuaib An-Nasai, L Sunan al-qubra (Beirut: Darul Kutub
al-Ilmiah, 1991), cet. I, h. 350.
15Abdullah Shonhaji, op. cit., h. 26.
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syarat ada keputusan tersendiri dari hakim. Sedangkan pidana pokok itu
sendiri disebut dengan uqubah asliah, yaitu hukuman qishas untuk
jarimah pembunuhan dan pidana potong tangan untuk jarimah pencurian.
Pidana potong tangan didasarkan atas penyidikan mental dan
kejiwaan manusia. Oleh karena itu hukuman tersebut adalah hukuman
yang sesuai untuk perseorangan maupun untuk masyarakat dan juga
hukuman yang paling baik, sebab dapat mengurangi jumlah tindak pidana
dan dapat menjamin ketentraman masyarakat.
Dari beberapa literatur yang didapatkan sebagai bahan bacaan,
maka dapatlah disimpulkan bahwa pidana potong tangan atas si pencuri
tidak mutlak dilakukan, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,
apakah dari segi pembuktian maupun dibenarkan oleh saksi-saksi yang
dipercayakan.
1. Tinjauan dari segi Hukum Pidana Indonesia
Sudah ditetapkan bahwa delik pencurian yang dilakukan seseorang
menurut peraturan perundang-undangan Indonesia diancam dengan pidana
penjara. Namun demikian sebelum membahas lebih lanjut, mengenai
hukum pidana di Indonesia perlu dijelaskan hukum pidana itu.
Menurut Moeljatno seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang
terkemuka, merumuskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada
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keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk: 16
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan
yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana
sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangaka telah melanggar larangan tersebut.
Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan
pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka disebut
peristiwa pidana atau delik. Peristiwa pidana seperti pencurian (pasal 362),
penganiayaan (pasal 351), menurut sifatnya adalah bertentangan dengan
tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yang kesemuanya ini
adalah peristiwa melawan hukum. Tepatnya mereka merugikan
masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya
tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, karenanya perbuatan
ini dilarang untuk dilakukan. Dengan demikian konsepsi peristiwa pidana
tersebut di atas dapat disamakan atau disesuaikan dengan perbuatan
pantang yang dikenal dalam masyarakat Indonesia sejak zaman nenek
moyang.
16Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. Ed. Revisi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994),
Cet. II, h. 4-5.
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Mengenai penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai
peristiwa pidana di anut asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa
tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur lebih dahulu oleh suatu aturan
undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu
aturan yang telah ada dan telah berlaku baginya sebelum orang dapat di
tuntut untuk dipidana karena perbuatannya.17
Pidana tersebut pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan (nestapa) atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan .
pidana ini diberikan dengan sengaja untuk orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (yang berwenang).
Ilmu hukum pidana positif memandang kejahatan sebagai
pelanggaran norma (Rechtsnorm) dan penjahat mendapatkan pidana
karena ancaman sanksi pidana (Strafsanice) memang tidak dapat
disangkal, akan tetapi  apabila  perkembangan hukum pidana positif telah
sampai pada tujuan untuk memperhatikan masyarakat terhadap kejahatan
dan penjahat (aliran hukum modern), berarti tidak akan lepas dari
peninjaun terhadap manusia yang melanggar hukum dengan menyelidiki
sebab dan cara ditindakinya kejahatan itu, sehingga diperlukan bantuan
bahan-bahan dan pengaruh hasil penyelidikan kriminologi.
Menurut kategorisasi peristiwa dalam pasal 10 KUHP dikenal dua
jenis pidana, yaitu: 18
17Ibid., 39-40.
18 Gerry Muhammad Rizki, h. 13.
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1. Pidana utama meliputi: pidana mati, pidana penjara, kurungan dan
denda.
2. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan
barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
Negara Indonesia, jika seseorang melakukan tindak pidana
pencurian akan dijatuhi pidana penjara. Dalam hal ini beberapa pasal yang
menyangkut tentang pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).
Pidana penjara mengenal batas terendah dan batas tertinggi, batas
terendah adalah satu hari dan batas tertinggi lima belas tahun. Batas
tertinggi ini dapat diperpanjang menjadi dua puluh tahun, dalam keadaan-
keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 12 KUHP.
Prof. Moeljatno, SH. Dalam bukunya KUHP dijelaskan:
Pasal 12: pidana penjara: 19
1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari
dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh
tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh
antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama
waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat
dilampaui karena perbarengan (concursus) pengulangan (residive) atau
karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52 a.
4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari
dua puluh tahun.
Pelaksanaan hukuman dalam delik pencurian di Indonesia
dijelaskan dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP tentang pencurian.
19Ibid. h. 13.
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proses pelaksanaan pidana penjara, yaitu apabila telah diproses terlebih
dahulu di kantor kepolisian dan memang melakukan tindak pidan
pencurian, maka si penncuri tersebut di sidang ke pengadilan apabila benar
terbukti, maka si pencuri itu menjalani hukumannya sesuai dengan yang
diputuskan oleh hakim, yaitu apakah dia dipenjara seumur hidup di
lembaga pemasyarakatan ataukah hanya beberapa waktu saja yang telah
ditentukan oleh putusan pengadilan.
Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terhadap terpidana
yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan
dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tersebut adalah
proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas pancasila dan
memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota
masyarakat sekaigus.
Dalam membina terpidana dikembangkan kejiwaanya,
jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dalam
penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak
melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara
pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan
bergerak serta penggaulannya dengan masyarakat diluar lembaga
disesuaikan dengan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidanya yang
wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas
dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan
baik.
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Usaha pembinaan terpidana di mulai sejak hari petama ia masuk
dalam lembaga hingga pada saat ia lepas dari lembaga serta dilanjutkan
dengan usaha pembinaan lanjutan yang diselenggarakan oleh instansi-
instansi pemerintah atau swasta bila hal itu perlu dilakukan dengan
mengingat dan melihat pribadi dari tiap terpidana secara progresif sesuai
dengan cepat atau lambatnya kemajuan sikap dan tingkah laku terpidana.
Sistem pemasyarakatan di Indonesia seperti halnya dengan
perundang-undangan kepenjaraan diberbagai negara telah mengalami
proses perkembangan yang terarah, yaitu perubahan dari perlakuan yang
bengis dan penuh derita terhadap narapidana ke arah perlakuan yang
bersifat mendidik dan membina untuk bisa kembali kemasyarakat.20
Sekalipun perlakuan terhadap narapidana dari berbagai negara
termasuk Indonesia dalam perundang-undangan telah berkembang secara
sempurna, namun realisasinya tidak selalu sesuai dengan apa yang telah
tersurat dan tersirat dalam undang-undang. Hal ini karena dihadapkan
kepada beberapa problema penting, seperti para petugasnya yang
dibutuhkan adalah yang baik, tetapi sulit mendapatkan karena kebanyakan
orang enggang untuk menjadi petugas penjara, biaya untuk pembinaan
narapidana yang pada umumnya relatif rendah (minim), faktor
perekonomian negara dan berbagai faktor sosial lainnya.
Suatu hal telah jelas bahwa Treatmen of Offender (kriminal) di
Indonesia telah meletakkan batu pertamanya dengan tekad sistemnya
20Sistem Pidana dalam KUHP & pengaturannya menurut RUU KUHP, httpyusronmz
dosen.narotama.ac.id.htm, (10 juni 2012)
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adalah pendidikan dan pembinaan melalui sistem pemasyarakatan yang
harus dirintis terus sambil tentunya disejajarkan dengan pengembangan
aparat-aparat penegak hukum dan tentunya tak lepas dari partisipasi
masyarakat dalam penanggulangan tindak kriminal, karena kesemuanya itu
merupakan unsur-unsur mutlak dalam usaha penanggulangan kejahatan
secara menyeluruh.
B. Pandangan HAM  terhadap pidana potong tangan.
Jauh sebelum Barat menggembar-gemborkan isu HAM (Hak Asasi
Manusia), al-Qur’an al-Karim ternyata sudah memiliki konsep yang sangat
matang mengenai HAM. Hanya saja, HAM menurut perspektif al-Quran
jarang terangkat ke permukaan lantaran para cendekiawan muslim lebih
banyak fokus mengangkat masalah lainnya.
Allah swt. memberikan hak kepada setiap insan sejak lahir di dunia ini,
bahkan ketika ia pun masih ada dalam kandungan ibunya telah memiliki hak
untuk dilindungi. Oleh karena itu dalam hukum Islam mengatur Hak Asasi
Manusia agar tidak dilanggar oleh manusia lain, demi terwujudnya
kedamaian, kesejahteraan dan keadilan di dunia dan di akherat.
Pada hakekatnya Hak Asasi Manusia bersifat universal dan berlaku
bagi setiap manusia, kapan dan dimanapun mereka berada, oleh karena itu
Hak Asasi Manusia sifatnya interdefendensi.
Hak Asasi Manusia dalam Islam menyatakan Pidana potong tangan
bagi pencuri dalam syari’at Islam pada hakekatnya bertujuan untuk
melindungi hak manusia dari tindak pidana pencurian oleh manusia lain,
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maka eksistensi hukumannya bukanlah pelanggaran terhadap hak manusia
(hak pencuri), sebab dalam pelaksanaan pidana tersebut tidak serta merta
dilakukan, dengan kata lain pidana potong tangan tidak langsung
dilaksanakan tanpa memperhatikan kadar pencurian, baik frekuensi maupun
kuantitas dan kualitas barang yang dicurinya.
Secara sepintas, pidana potong tangan dapat di duga sebagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebab pidana itu berupa penganiayaan
dengan cara menghilangakan bagian tubuh seseorang yang telah diberikan
oleh Allah kepadanya, namun karena adanya pelanggaran yang dilakukannya,
maka ia pun mendapat ganjaran.jadi pidana potong tangan bagi pencuri
seolah-olah berlaku “hukum sebab akibat”, yaitu karena melakukan
pencurian, maka dihilangkan salah satu bagian dari anggota tubuhnya, yang
secara otomatis tidak dapat berlaku secara normal lagi yang akan membatasi
gerakan atau tingkah laku pencuri tersebut.
Menurut Achmad Abubakar, pidana potong tangan bagi pencuri, dari
perspektif kekinian, ada pendapat bahwa penjara itu sudah berarti memotong
tangan pelaku pencurian. Penjara berarti memotong kemampuan dan
kekuasaannya. Menurut Achmad Abubakar pandangan hukum Islam
bertentangan dengan prikemanusiaan itu sangat berlebihan. Dan itu pasti
hanya dilontarkan orang-orang yang membenci Islam. 21 Apalagi dikait-
kaitkan dengan isu penegakan syariat Islam. Bahwa Islam sangat keras.
21Achmad Abubakar, “Konsep HAM Terbaik Ada dalam Alquran”, http://hukum.
Kompasiana.com/2010/05/19/hukuman mati dan potong tangan bagi koruptor/ (15 juni 2012).
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adahal sebenarnya, kalau negara ini ingin makmur, tegakkan syariat Islam
dalam perspektif kekinian.
Terdapat juga dalam Pasal 5 declaration of human right bertujuan
menghindarkan perlakuan atau hukuman yang aniaya, kejam, tidak
manusiawi, atau merendahkan. Sejauh perhatian ditujuhkan pada masalah
perlakuan, Islam tidak mengenal suatu dasar bagi perlakuan yang
diskriminatif. Semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan sama,
perilaku dan sikap yang bermartabat serta penghargaan terhadap martabat
orang lain menjadi karakter yang terkemuka dari masyarakat Islam.
Nabi Muhammad saw. melarang kekejaman dan penyiksaan. Beliau
bersabda, “Tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman dengan api”, dan juga
memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya.
Bidang hukum pidana, beberapa pidana mungkin terlihat berat atau
bahkan keras. Hukuman berat diancamkan bagi beberapa kejahatan seperti
pencurian yang dikategorikan kedalam hukuman hudud. Hukuman bagi
kejahatan ini adalah potong tangan, hal ini terdengar sangat berat, namun
hukuman itu baru bisa dijatuhi jika pencurian telah memenuhi kriteria
tertentu. Kalau kita ingat di Inggris pencurian benda yang berharga tidak
lebih dari satu shalling sudah diklasifikasikan sebagai kejahatn berat dan
sebagaimana kejahatan berat lainnya, di hukum dengan hukuman mati, hal itu
berlangsung hingga akhir 1861.22
22Lihat, Muhammad Safrullah Khan, Islam dan Human Rights, dalam Topo Santoso,
Membumikan Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.73.
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Berdasarkan pendapat diatas Pidana potong tangan bagi pencuri, bukan
untuk mencabut hak seorang manusia melainakan bermaksud melindungi Hak
Asasi Manusia dan memberi pelajaran kepada pelakunya khususnya dan
manusia lain pada umumnya, terhadap pentingnya menghargai hak-hak tiap
individu dan akibat yang akan diterima bagi individu yang mengambil hak
individu lain dengan tidak menghargai norma- norma hukum yang berlaku.
C. Korelasi antara tindak pidana pencurian dengan sanksi pidana Islam
dilihat dari legal draft
Sistem hukum kontinental yang berlaku di Indonesia melalui Belanda
dan sistem hukum Anglosaxon yang berlaku di Inggris dan Amerika
merupakan pengembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh pakar hukum,
baru selama berabad-abad dikembangkan oleh mereka dari hukum warisan
Islam.23 Terlepas dari kebenaran informasi tersebut, senyatanya dari segi
perdata dapat dibenarkan oleh realitas dalam KUHP Perdata. Pengambilalihan
hukum Perdata Napoleon seluruh atau sebagainya, kenyataanya hukum
perdata Indonesia dapat dikatakan tidak pernah digugat secara frontal, baik
dikalangan ulama maupun para ahli hukum. Berbeda dengan hukum pidana
yang sejak awalnya dikritik oleh ulama dan pakar hukum sebagai
bertentangan dengan hukum Islam. Maksudnya bahwa hukum pidana  Islam
tidak berlaku di Indonesia.24
23Lihat Bastanul Arifin, dalam Muhammad Amin Summa, dalam Sabri Samin, Pidana
Islam Dalam Politik Hukum Indonesia I, Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim (Tangerang:
Kholam publishing, 2008), h.238.
24Ibid. h. 238.
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Pada praktiknya, fenomena seperti ini berbeda dengan yang
dikemukakan oleh Bustanul Arifin  bahwa pada setiap pemeriksaan dan
putusan perkara pidana di pengadilan negeri (landraad), majelis hakim
senantiasa didampingi oleh penasehat (Lid Adviseur) dari ahli agama Islam
(penghulu). Jika seorang muslim yang terdakwa, hakim bertanya kepada
penghulu tentang sanksi pidana yang dikenakan.25
Untuk melihat korelasi antara jarimah pencurian dengan uqubah (sanksi
pidana) dalam RUU KUHP Indonesia, berikut ini dikemukakan sebagai
contoh pasal 594 RUU KUHP Indonesia, bahwa: “Setiap orang yang
mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan
maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori IV.26
Perbuatan mencuri yang disebut pada pasal tersebut tergolong kategori
tindak pidana hudud yang harus  ditetapkan sanksi pidanannya dengan pidana
potong tangan bilamana memenuhi kriteria pemidanaan sebagai pidana
maksimal yang telah ditentukan Allah. Dalam RUU KUHP Indonesia, sanksi
pidana yang diterapkan  adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda
paling banyak Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah) Pasal
pencurian dalam RUU KUHP Indonesia menetapkan sanksi pidana yang
tidak sinkron dengan tindak pidana bila dilihat dari rumusan hukum pidana
Islam. Tegasnya rumusan tindak pidananya hudud (mencuri) telah ditetapkan
25Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia I, Eklektisisme dan
Pandangan Non Muslim (Tangerang: Kholam publishing, 2008), h. 238.
26RUU KUHP, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI.
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Allah sebagai delik yang melanggar hak Allah tetapi sanksi pidananya berupa
takzir, suatu sanksi pidana yang tidak sesuai dengan konsep pemidanaan
dalam Islam yang menghendaki hudud, melainkan ditentukan oleh penguasa
atau penyusun undang-undang (takzir).27
Jika dilihat dari segi rumusan jarimah (tindak pidana) sesungguhnya
draft RUU KUHP secara sederhana telah mencerminkan fiqih jinayah yaitu
jarimah sariqah (pencurian).
Jika dilihat dari segi Uqubat (sanksi pidana) dalam RUU KUHP
belumlah mencerminkan konsep fiqih jinayah karena tidak diterapkannya
pidana potong tangan pada pencurian.
Dengan adanya sanksi penjara yang ditetapkan oleh pemerintah dalam
tindak pidana pencurian maka pelaku tindak piadana tidak akan pernah
merasa jera dengan penjatuhan sanksi pidana tersebut. Bahakan akan semakin
menjadi karena telah merasakan nikmatnya dalam penjara. Tetapi apibila
pidana potong tangan yang diterapkan maka akan sangat memberikan efek
jera kepada pelaku tindak pidana pencurian. apabila tangan pelaku sudah di
potong maka secara tidak langsung pelaku tersebut akan malu untuk bergaul
dengan masyarakat.





Berdasarkan uraian pada bab-bab sebalumnya, maka pada bab penutup
ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pidana potong tangan yang diatur dalam hukum Islam merupakan salah
satu bagian dari hukum-hukum jinayah yang diperuntukkan bagi pencuri
yang mengambil harta secara diam-diam atau terang-terangan yang disertai
unsur pemaksaan. Penerapan pidana potong tangan bagi pencuri
mempunyai aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu, baik dilihat dari
frekuensinya, motifnya, maupun kadar harta yang dicuri. Bagi pencuri
yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajiblah baginya
diterapkan pidana potong tangan.
2. HAM dalam ajaran Islam sangat dijunjung tinggi. Dimana Hak Asasi
Manusia merupakan hak dasar yang dianugerahkan sejak lahir. Semua
orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan Allah swt.
Yang membedakan hanyalah kadar takwa seorang hamba. Oleh karena itu
islam sangat mengecam pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang terjadi dibeberapa tempat di dunia ini yang dilakukan oleh seorang
atau sekelompok manusia yang kuat dan berkuasa terhadap seorang atau
sekelompok manusia yang lemah. Hak Asasi Manusia dalam Islam
menyatakan Pidana potong tangan bagi pencuri dalam syari’at Islam pada
hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak manusia dari tindak pidana
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pencurian oleh manusia lain, maka eksistensi hukumannya bukanlah
pelanggaran terhadap hak manusia (hak pencuri), sebab dalam pelaksanaan
pidana tersebut tidak serta merta dilakukan, dengan kata lain pidana
potong tangan tidak langsung dilaksanakan tanpa memperhatikan kadar
pencurian, baik frekuensi maupun kuantitas dan kualitas barang yang
dicurinya.
3. Jika dilihat dari segi rumusan jarimah (tindak pidana) sesungguhnya draft
RUU KUHP secara sederhana telah mencerminkan fiqih jinayah yaitu
jarimah sariqah (pencurian). Jika dilihat dari segi Uqubat (sanksi pidana)
dalam RUU KUHP belumlah mencerminkan konsep fiqih jinayah karena
tidak diterapkannya pidana potong tangan pada pencurian.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran
sebagai berikut:
1. Di dalam hukum Islam telah diatur mengenai eksistensi pidana potong
tangan. Adapun penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada
masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan dalam bentuk perundang-
undangan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya
masyarakat muslim Indonesia.
2. Hak Asasi Manusia dalam Islam memiliki posisi yang sangat tinggi, hak-
hak tiap-tiap manusia sejak lahir hingga ia meninggal dunia. Namun
demikian, saat ini banyak ditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi
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Manusia  yang dilakukan oleh seorang atau kelompok kuat terhadap
kelompok lemah. Sehingga akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran
Hak Asasi Manusia itu adalah perjuangan untuk mempertahankan dan
memperoleh hak-haknya yang terampas.
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